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BUPATI LIMA PULUH

PROVINSI SUMATERA BARA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 900/ 2 /BUP-LK/1/2024

LOTA

TENTANG

JAERAH KABUPATEN
2024

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN
LIMA PULUH KOTA TAHUN AN

BUPATI LIMA PULUH KOTA;

Mentmbang . & bahwa untuk memenuhi makgud ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Pemerintali Nomgr 12 Tabun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang 'perlu
merunjuk pejabat yang diberijwewenang selaku K;:9rd1namr
Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah, Pengguna Anggdran [ Barang, Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM}, dan
Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban {SPJ)
Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun| Anggaran 2024 serta untuk
kelancaran  pelaksanaanny maka dipandang periu
dilakukan Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023,

¢. bhahwa berdasarkan pertimi;rngan sebagaimana dimaksud
ta

huruf a dan huruf b di s, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Mengingat Undang-Undang Nomor |12 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan  Daerah  QOtonom  Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 23);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesja Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

3. Undang-Undang  Nomor 1  Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara | (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Npmor 5, Tambahan Lembaran
Negara. Republil Indonesia Nomaor 4 A55) sebagaimana telmh
beberapa kali diubah tegakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan /




o

10.

11,

a Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik

Perpajakan (Lembaran Nege
23021 Nomor 246, Tambahs
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dgn Tanggungjawab Keuangan
Negara {Lembaran Negara Re sublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang  Nomor 2. ‘Tahun 2011 ' Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesid Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negargp Republik Indonesia Nomor
$234) sebagaimana telah dug kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pertubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun| 2023 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68356);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daergh (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan| Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam |Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam | Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis| Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 15);<




Menetaphkan
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12. Peraturan Daerah Kabupatén Lima Puluh Kota Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota | Tahun 2021 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2
Tahun 2022 Tentang i:geloiaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022
Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 104 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susungn Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 104);

bt
o1

Peraturan Rupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pengeluaran Kas yang Mendahului Penetapan APBD
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Melimpahkan Wewenang Pengelpla Keuangan Dagrah kepada
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah, Kepala Badan Keuangan selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah {PPKD) serta [Kepala Perangkat Daerah (PD)
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Menandatangani
Surat Perintah Membayar ((SPM), Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang
utuh dengan Keputusan ini.

Pejabat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Koordinator Pengelola Keua

a. Memimpin TAPD;

.  Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-PD/DPPA-

PD; dan
e. Melaksanakan tugas-tugas koordinator pengelola

e, Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangkea
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

f.  Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah.(1
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KETIGA

KEEMPAT

Pengguna Anggaran /Pengguna Barang mempunyal tugas:
a. Menyusun RI;A-};IS;
sun DPA-PL;

}: rdgglﬁxkzm tindakan yang|mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja; i R

d.  Melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;

e.  Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran; ; ;

{.  Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan paja}k;

¢. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. Menandatangani SPM;

i, Menandatangani SPJ; ; felst

i Mengelola  utang dan' ; pxqtang yang  menjadi
tanggungjawab PD yang pimpinnya;

k. Mengelola barang milik ggerah /kekayaan daerah yang
menjadi tanggungjawab yang dipimpinnya;

1.  Menyusun dan menyam paikan laporan keuangan PD
yang dipimpinnya; :

m Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis

. Kegiatan (PPTK) PD; dan

n. Melaksanakan tugas-tugas pengguna Anggaran [
Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Kepala/Daerah.

Dalam menjalankan tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya
sebagai berikut:

3.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab

atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Peiabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pengguna Anggaran/ Pcnggx‘na Barang
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan

tugasnya bertanggungjawah kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku sejik bulan Januari 2024,

Ditetapkan di Sarilamak.
pada ta ggal 2 Janyan 2024




LAMPI KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR . 900/ 2 /BUP-LK/I1/2024

TANGGAL : 2 Janvacs 2024
TENTANG . PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024
NO NAMA / NIP JABATAN
. STRUKTURAL WEWENANG
1 2 3 4

i |HERMAN AZMAR ,AP.MSi Pj.Sekretaris Daerah

{nip. 1973091319931 11001

_Aaoam:m»a..:,. Pengelolaan Keuangan

‘Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah

zcumsa%wawm.a Surat Perintah Kermw&n (SPM) Sekretariat Dacrah & Kepala Dacrah
icbgaﬁgnﬁm / Mengesahkan 5pJ Sckretariat Daerah dan Kepala Daerah s

WIN HARI ENDI, SE, MM Kepala Badan Keuangan

NIP. 10690417 199303 1 006

w

3 [IRWANDI, S.Sos, MM Inspekiur

NIP. 19660913 198603 1 009

4 Drs. DEDDY PERMANA Sekretaris DPRD

NIP. 19670810 198809 1 001

Kepala Badan Kepegawaian &
: _ma:nnﬁ__uazra.: SPpM

wh

ADRIAN WAHYUDL, SH, MH
NIP. 19661020 199503 1 001

Kepala Badan Perencanaali

6 |GUSDIAN LAORA, SKM, M.5i
Penelitian dan Pengerabangin

NIP, 19650827 198803 1 004

Kepaln Dinas Pemberdayaan

7 {ENDRA AMZAR, 5H 3
Masyarakat Desa/ Ragari

NIP. 19680906 199603 1 001

& [AYU MITRIA FADRI, 5.51, M.MPd Kepala Dinas Pengendalian Penduduk

NIP. 16720923 200212 2 005

‘Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

selaku BUD

Pey Pen

Menandatangani Surat _..vn_..ms,nr Membayar Amv_&_

‘.w*nlmanaﬁﬁmmsm\=~n:mnmm:_3: Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

mﬁﬂmh.ﬁnm Anggaran/Pengguna Barang
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungiawaban (SPJ)

‘?smwc:‘m >1.an:-:\ Pengguna Barang

Menandatangani Surat Perintah Membavyar (SPM}
Menandatangani/ mengesahkan Surat Pertanggungiawaban (SPJ)

Pengguna Anggaron /Pengguna m:&:m

Menandatangani Surat Periniah Membayar {SPM})

Menandatangani/ mengesahlan Surat Pertanggungiawaban (SPJ)

Penggpuna Anggaran/Pengguna Barang
Menandatangani Surat Perintab Membayar (SPM)
Menandatangani/ mengesahkan Surat Pertanggungiawaban (8P

Pengguna Anguaran/Pengguna Barang
Menandatangani Surat Perintah Membayir (SPM)
Menandatangani/ mungesahkan Surat Pertan ungawaban {SPd)

Penpgguna Angmavan /Pen x Barang

Kﬂ..::.impu_..z..:_ Surat Perintah Membayar (SPM)




IVUNIRE YUNIRMAN, S.T, M.Si

N, Smcocmw 332 2 001

10

11

JONI AMIR, S. Sos, MM

Z:.v 19650619 hoooo\m 1 003

Afri Efendi, S. Pd. mn.. MM
NIP. mwcmowhm 199210 1 001

07 ﬁn_daﬁc_»:na: 1&.1.?&559: Anak

|Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Perumahan Rakyat dan Permukiman

Rovmf Dinas vona_&xmﬂ ?5
x«acaaw aan

|Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan _
| Politik i

Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Vnun&::a Anggaran \1n=nm==n Barang
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Menandatangani i/ En:momarwwn Surat 1n§:mncaaws.wcm: (SPJ)

10:@«::& >=N®E...=\ 1o=mm==w wm::ﬁ
Menandatangani Surat Perintah Membayar Ev?:

ernsn_n_b:mn:_\—:n:wnﬁm:wn: Surat P..:w:mm::@wspcw: (SPJ)

?:wm:?. >=nﬂw3= / Pengguna wna_:m
Menandatangani Surat Perintah .sc.:vmwwq (SPM) d=" Bt
Zn:EE»S:me\ mengesahkan Surat _uo_.nwuwm:am_nﬁw_ug (SPJ}

12

13

15

16

17

18

mz,cr: >=m? SH

“INip.1978040 4200801 1 003

YULIA MASNA, SKM
NIP. 19780704 200212 2 005

RILZA HANIF, ST
NIP. ﬂc momwa 199202 1 oou

drh. DEVI KUSMIRA

{wip. 19751216 200212 2 003

MOHD. SISWANTO, 8.Pi., M.Si :
NIP, 19710808 199803 1 004

WITRA PORSEPWANDI, ‘8P
NIP. 19740510 200003 1 004

NIP. :wmcoanxu.wccoow 1 006G

MUHAMMAD DARMAWIJAYA, SH.

~ |Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan

O%wa

Kepala Dinas Keschatan

anﬁn Dinas varnd»nn— CBGE an: :
1a=5§ mEEm

Kepala Dinas ‘mﬁww:wrwﬁ dan
i Kesehatan Hewan

Kepala Binas Perikanan

Kepala Dinas Tanaman Pangan
:Qér:_::,» dan .uﬁ.ra.uz:c:

Kepala Dinas Perhiubungan

%ﬁ%\?@-ﬂn an.ﬂ-.:ﬂ s 1‘ H . 3

‘v z_namsawﬁumna- Surat Perintah Zn_.:vmuﬁq ~mv§_
_SnnwaawS:mw:.\. annnubs_n:.. Surat 1@3@%5@»‘»5—: nm_u,:

vaawmczw ?._nmw_.n:\ ?nxm::m Barang
Zo:n:nmow:wwa_ Surat Perintah Membayar (SPM)

Zn:&:&pﬁ:NmE\ Ennmnanrxeu Surat 102&:%:@5. aban (SPJ)

1..25:_5 Anggaran/ Pengguna wm:,wsm

Menandatangani Surat Perintah Zn:..cmv.E. {SPM}
Znsgasnnzmb:.\aa:movw:g: Surat Vnnbbmmt:m_megwa:. (SPJ)
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang R
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Menandatangani/mengesahkan Surat Pe rtanggungjawaban (SPJ)

Pengguna Anggaran/Peagguna Barang
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungiawaban (SPJ)

- Pengpuna Anggacan/Peagguna Barang

325:;:::5;5. Surat Perintah Membayar (SPM}




is

Ir. Indra Suriani

ERINALDI, SH, MM

Drs. RAHMAD HIDAYAT M.Si
19730308 199203 1 002

NIP.196708121993032011

NIP.197705082007011000

Kepala Dinas Sosial

vasnnﬁaw: m_u__

i

i

3 7%.&&, pu_zmm vﬁanmn:mmﬂ
Koperasi &5 CE

.

)

¥

\

Pit zamx:m Dinas Nnvnunca:_nﬁu mm:

“Menandatangani/ mengesahkan Surat u.n:m:mm::ﬁmémcm.i\.ﬁwmb.

1@:@..::9 >=mﬂm_15 /Pengguna Barang
Menandatangani Surat Perintith Zmigwu_‘ {SPM)
Zaam:nug:mu:_ \So:mof:_ﬂ.: Surat Pertanggungjawaban (8P

1n=nm::w >=Ewm3=\ Pengguna Barang
SSm:nsE:@»:, Surat Perintah Snavmw.: (SPM) )
Zr:maaacw:n»:_ /mengesahkan Surat wnnmbmwcnmumimv»: {SPJ)

Pengguna >=E$E=\vn=§:=n Barang

; v. Zn:n:msﬁawwb_ Surat Perintab Zaigcmh ~mw§
; _sa:»:nmgaw»:—\ Em:@mw&!&ﬁ Surat _u_.ﬁnzmm:am_wﬂpcm: ﬁmmﬂc

24

]
W

27

28

RADIMAS, 5. pd

26

?PIK»»O—?O_I S.Pd
NIP. 19740414 199603 i 001

FIDDRIA FALS, AP Msi g
NIP. 19751126 Hccucn 1001

>2n._.> GCU— —uC._;?» >1 M.Si
NIP. 1975515 199501 1 001

Drs AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA,M.Si
NIP, 19631216 199003 1 005

NIP. 19650123 Hcmcca 1003

ALFIAN, §.5TP, M.Si
NIP. 19761220 199511 1 001
ir. K1 HARI PURNAMA, M. 51

. —An«.mr— bSmm Penanaman Modal %5
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

{Kepala Badan Penanggulangan
: wnngm Cmnnww

Plt Kepala gnnm gm@:

Kearsipun

] Nnvﬁw ‘_u‘.ﬂam‘.m w‘.mainna‘x.e._uﬁxﬂ:.: ‘

11

U

Kepala Dwgw Perpustakaan dan

'

.

Kepals Satuan Polisi Parnong Praja

Pl m»vu_w innas Perindusirian dnn

_Snan:mw.m:mms— m..:.n" ﬁnﬂh&: ZnBVmw‘wq {SPM}
Zonmanwgwﬂn_ / anmnwm:wa Surat Pertanggungjawaban {SPJ)

_unzma::u >:mk=3:\vnsmﬁc:w Barang
Menandatangani Surat Perintah Membayar {SPM]}
Zeawsan:w:mm:_\ 'mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Am.m.,:

?:mn::s >=mﬁE.c= /Pengguna Barang
Menandatangani Surat Perintah Membayar nw.u?:
Eng:&:iﬁumz_\ mengesahkan Surat vwnms_wrﬁnamsmvw: (SPJ)

1&:5.::9 Anggaran/Pengguna Barang
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
g..:::a.:..:m.::\ menge -sahkan Surat 12.53%%::Em€mvw: Amm.,:

. Pengguna Angearan/Pengguna Barang

Menandatangani Surat Perintah Membayar {SPM)
Menandatangani/ mengesahkan Surat Perts nggungiawaban (SPJ)

Pengenna Anggaran/Pengguna Barang

Mennadatangani Surat Perintah Membayar {SPN)
Menandatangani/mengesahkan Surat Pe rangeungiawaban (S

Peaggunn Anggaran/ Penzguna Barang




‘5G| JONI AMIR, 8. Sos, MM

e e

NIP. 19660828 199803 1002

NIP. ~oomom~© umocc‘u 1003

30|APRI YULIANTO.S Sos
|n1p.196907182007011004

1RAHMAWATI PUTR, SE
NI 3.33388882

—

3

|Tenaga Kesja 3

u:ﬂonsm:xu

|Camat Gunuang Omeh

Kepala Oﬁmv Na:._:smxmﬁ a:: 3

Mo ok

Zn:a:aagimla. Surat Perintah ZrS?Gﬁw {SPM)
Zo:m:&azu:wm:,\in:wst.:w;: Surat Vcnm:ﬂé:@msq—cnn {SHJ)

- Pengguna Zﬁmz_.m:\?:mmcg Barang

Zrasaangaﬂ::_ Surat Perintah Membayar (SPM)

Zn_..w:mw.u:w.mi\ mengesahkan Surat ﬁnmsmwcsﬁwzﬁwms (SPJ)

m‘nawm::n >:mn2.==\ vn:mh::m Barang i

zaam:np_bamu:_ Surat Perintah Znigvﬁ_. 71_(:
anaawssmﬂ-: i/menge aa:xmn m:nﬂ 1&1&:@::89&»@&: (SPY)

vonmﬂzzn >=wmn§=\vq=wn=:n Barang
Zoﬁmﬂ&mﬁumm:. Surat Perintah Membayar vaz:

534
=

32{YUDHI SAPUTRA, SE.M.AP
“|Nip.19800617 200501 1 004

33 |GUSNI :szWux.vﬁ._.O MPA
?:.. ucqsomu» mcoawwo 1001

|{1.DA SUBUL HURIATI, 8 S.AP, M.Si
NIP. Emcowucooooouwcﬁ

35 | Nuwsi Purman,S.JP, M.Si
NIP. 19780821 vocmm: 1009

JONIANTO, S.STP
NIP. 19410531 200012 1 001

3

<)

37 EP?< EDWAR, S cr. M.H
ﬁ. 19700928 Ecmcw 1005

Camat .‘::.Ww:

) Q._Bw: Ew.ux :

|camat Scm:mw ;

 |camas otk Barisan

Camat Akabiluru

Camat Payzkumbuh

‘

[

\.Ennhnmbvrwb Surat vﬁﬁswmzsﬂﬂimgn SPJ)

“Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Za:»:a&hnwwb_ Surat Perintah Membayar (SPM) i
Zn:n:%ﬁdwwa—\ Snawngs_awa Surat Pertanggungjawaban {8PJ)

Pengguna >=nmb3=\~un=mm:=m Barang
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Zanc:aﬂcw:%wz—\:—n:rrmn:g: Surat Pertanggungjawaban {SPJj

?:wwc:m >=ﬁ«m:5\ _ue:mmznp Barang

‘Knsmﬁawsammu_ Surat Perintah Membayar (SPM)

Zgzaﬁ_uS:mE: / :.aawp?.srss Surat Pertanggungiawaban (3 PJ)

‘Penpguna Anggaran/Pengguns Barang

Menandatangani Surat perintab Membayar (SPM)
Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungiawaban (3PJ}

m..rsmx::n Anggaran/Pengguna Barang
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Menandatangani/ mengesahkan Surat Pertanggungiawaban {SPJ)

Menandntangani Surat Per
Menandatangani/ mengesabkon Surat ;45 guungiawaban {SPJ)

T




38 [WAHYU MARMORA SAMRY, SH
NIP. 19710328200604 1004

39 |RUMELLIA, S.5TP. M.Si
NIP.197705031995112001

40 {JEKI MARDONAL, 8. STP, MM
NIP.19840317200212100)

Camet Larch Sago A_.&uwmvi.,.

O@Sﬂw Sityjuah Lima Nagari :

'

Pengguna >:vhwwn_,~ /Pengguna Barang
Zen::&:t:ﬁ:i Surat Periniah Membayar (SPM)
Menandatangani/mengesahkan Surat _uzzmnwm:iﬂusﬁvﬁ: (SP.3)
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